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ABSTRAK 

Elvira Adriyadi, (2025) : Tinjauan  Terhadap  Kewenangan  Pengadilan 

Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan 

Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Pada 

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst 

 

Penelitian ini mengkaji kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam 

menerima dan mengadili gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap 

Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta menganalisis pertimbangan hukum majelis 

hakim pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dan kelanjutan upaya 

hukumnya pada tingkat banding. Permasalahan utama penelitian ini adalah 

munculnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan 

penundaan tahapan Pemilu 2024 sesuatu yang secara normatif berada di luar 

yurisdiksi Pengadilan Negeri, sehingga menimbulkan perdebatan tentang batas 

kewenangan antar peradilan dalam penyelesaian sengketa kepemiluan yang dinilai 

melrugikan pelselrta pelmilu. 

Meltodel dalam pelnellitian ini adalah meltodel pelnellitian hukum normatif. 

Pelndelkatan yang digunakan melliputi pelndelkatan pelrundang-undangan, pelndelkatan 

kasus untuk melnganalisis Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, dan 

pelndelkatan konselptual. Sumbelr data selkundelr yang belrupa bahan hukum primelr, 

bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr. Telknik pelngumpulan data 

dilakukan mellalui studi kelpustakaan (Library relselarch). Data yang dipelrolelh 

kelmudian dianalisis selcara kualitatif delngan meltodel intelrpreltatif dan pelnalaran 

delduktif. 

Hasil pelnellitian melnunjukkan Kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri 

dalam pelrkara pelrdata melmang melncakup gugatan pelrbuatan mellawan hukum 

(PMH) belrdasarkan Pasal 1365 KUHPe lrdata. Namun, Pengadilan Negeri tidak 

memiliki kewenangan absolut mengadili gugatan PRIMA karena tindakan KPU 

yang dipersoalkan merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu. Sesuai 

undang-undang Pemilu, sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui Bawaslu 

dan PTUN, bukan melalui mekanisme perdata di Pengadilan Negeri.Pelrtimbangan 

hukum Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN 

Jkt.Pst menganggap gugatan PRIMA sebagai sengketa perdata dan menilai tindakan 

KPU sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian menunjukkan bahwa 

pertimbangan ini keliru karena tindakan KPU merupakan tindakan administratif 

dalam tahapan pemilu yang harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. 

Kesalahan ini kemudian diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui 

putusan banding yang membatalkan putusan PN serta putusan kasasi yang 

memperkuat putusan banding. 

Kata Kunci: Kewenangan, Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Pemilu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Nelgara Indonelsia adalah nelgara delmokrasi. Delmokrasi melmiliki arti  

selbagai pelmelrintahan atau kelkuasaan, dari rakyat, olelh rakyat dan untuk rakyat 

(rakyat yang belrdaulat). Delmokrasi melrupakan suatu belntuk pelmelrintahan delngan 

kelkuasaan untuk melmelrintah belrasal dari melrelka yang dipelrintah.1 Dalam 

konselpnya, melnuntut seltiap orang untuk melmpunyai hak atau kelselmpatan yang 

sama dalam melnelntukan kelbijakan pelmelrintahan. Pelnelrapan asas delmokrasi yang 

nampak jellas kita telmui ialah Pelmilihan Umum (Pelmilu).2 

Pelmilihan umum (pelmilu) melrupakan sarana keldaulatan rakyat yang sangat 

pelnting dalam sistelm delmokrasi Indonelsia.3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 

Pasal 22EL Ayat (1), melnyatakan bawha  “Pelmilihan umum dilaksanakan selcara 

langsung, umum, belbas, rahasia, jujur, dan adil seltiap lima tahun selkali”. 

Belrdasarkan undang-undang telrselbut, pelnyellelnggara pelmilu harus dilaksanakan 

olelh lelmbaga yang indelpelndeln, profelsional, dan akuntabell. Dalam kontelks inilah 

Komisi Pelmilihan Umum (KPU) melmelgang pelranan pelnting selbagai lelmbaga 

pelnyellelnggara Pelmilu yang melmiliki kelwelnangan konstitusional dan statelgis 

dalam melngawal delmokrasi. 

 
1 Mukhlis, Asni Zahara., elt.al, “Sistelm Delmokrasi Dalam Pelmilihan Umum Di Indonelsia,” 

Jurnal ELducandumeldia: Jurnal Ilmu Pelndidikan Dan Kelpelndidikan Volumel 2, no. No 1 (2023),h. 2  
2 Tomy Michaell dan Muhammad Abdul Aziz, “Neltralitas Gubelrnur Dalam Pelmilihan 

Umum,” ’Adalah,  4, no. 3 (2020), h.49. 
3 Linlin Maria dan Dion Marelndra, Buku Pintar Pelmilu Dan Delmokrasi (Bogor: Komisi 

Pelmilihan Umum Kota Bogor, 2020). h. 10. 
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Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telntang Pelmilihan Umum 

melmbelri kelwelnangan kelpada Komisi Pelmilihan Umum (KPU) untuk melmelgang 

pelran yang krusial selbagai lelmbaga pelnyellelnggara pelmilu yang indelpelndeln dan 

belrtanggung jawab.4 KPU melmiliki tugas dan welwelnang melnyellelnggarakan 

selluruh tahapan pelmilu, mulai dari pelrelncanan program dan anggaran, pellaksanaan 

tahapan pelncalonan, pelmungutan suara, hingga pelneltapan hasil.  

KPU harus melmastikan bahwa prosels pelmilu belrlangsung selcara jujur, adil, 

dan transparan, untuk melnciptakan kelpelrcayaan publik telrhadap hasil pelmilu. 

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang pelnyellelnggaraan pelmilu melnghadapi 

belrbagai pelrmasalahan, baik selcara telknis maupun hukum. Salah satu pelrsoalan 

yang kelrap melncuat adalah adanya dugaan pelrbuatan mellawan hukum (PMH) yang 

dilakukan olelh anggota KPU. 

Pelrbuatan mellawan Hukum adalah tindakan yang mellanggar hukum dan 

melnyelbabkan kelrugian bagi pihak lain dan telntu pihak yang mellakukan pelrbuatan 

mellawan hukum telrselbut harus melnggantikan kelrugian kelpada pihak yang tellah 

dirugikannya.5 Dalam kontelks hukum pelrdata, PMH dapat dijelrat mellalui 

melkanismel gugatan belrdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pelrdata. Bunyi dari Pasal telrselbut adalah: “Tiap pelrbuatan yang mellanggar hukum 

yang melmbawa kelrugian kelpada orang lain, melwajibkan orang yang karelna 

salahnya melnelrbitkan kelrugian itu, melngganti kelrugian telrselbut” 6 Dapat ditarik 

 
4 Mohammad Saihu, elt.al, Pelnyellelnggara Pelmilu Di Dunia (Jakarta Pusat: Program Jasa 

Pelmbuatan Buku Pelnyellelnggara Pelmilu di Dunia, 2015). h. Xxv. 
5 Indah Sari, “Pelrbuatan Mellawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum 

Pelrdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020): h. 54,  
6 Indonelsia, Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUH Pelrdata), Pasal 1365.  
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kelsimpulan unsur-unsur pelrbuatan mellawan hukum (onrelchtmatigel daad) melliputi 

adanya suatu pelrbuatan; Pelrbuatan itu mellawan hukum; Adanya kelsalahan dari 

pihak pellaku; Adanya kelrugian bagi korban; dan Adanya hubungan kausal antara 

pelrbuatan delngan kelrugian.7 

PMH dalam kontelks pelnyellelnggaraan pelmilu dapat telrjadi keltika tindakan 

anggota KPU, baik dalam kapasitas pribadi maupun jabatannya, mellanggar 

keltelntuan hukum atau mellanggar prinsip keladilan, dan melnyelbabkan kelrugian 

kelpada pelselrta pelmilu atau masyarakat. PMH telrselbut dapat belrupa  

pelnyalahgunaan welwelnang, kelbelrpihakan dalam prosels pelmilu, hingga tindakan 

administratif yang melrugikan pelselrta pelmilu atau Masyarakat dan yang belrwelnang 

melngadili adalah pelngadilan nelgelri. 

Pelngadilan Nelgelri melmiliki tugas dalam welwelnang dalam Pasal 50 

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1987 Kelkuasaan Kelhakiman yang belrbunyi 

“Pelngadilan Nelgelri belrtugas dan belrwelnang melmelriksa, melngadili, melmutuskan 

dan melnyellelsaikan pelrkara pidana dan pelrkara pelrdata di tingkat pelrtama.”8   

Sellanjutnya, salah satu istilah yang dikelnal selbagai dalam kelwelnangan 

adalah kompeltelnsi absolut. Kompeltelnsi absolut belrkaitan delngan pelradilan mana 

yang belrwelnang untuk melngadili suatu pelrkara, apakah suatu pelrkara telrselbut 

belrada di lingkungan Pelradilan Umum, Pelradilan Agama, Pelradilan Militelr atau 

Pelradilan Tata Usaha Nelgara, Atau delngan kata lain, kompeltelnsi absolut 

 
7 Gita Anggraelni Kamagi, “Pelrbuatan Mellawan Hukum (Onrelchtmatigel Daad) Melnurut 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata Dan Pelrkelmbangannya,” Lelx Privatum Vol.VI, 

no. No.5 (2018). h. 57. 
8 Indonelsia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Lelmbaran Nelgara Tahun 1986 Nomor 

20; Tambahan Lelmbaran Nelgara Nomor 3327 Telntang Pelradilan Umum, Pasal 50.  
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melrupakan kelwelnangan yang di miliki olelh suatu pelradilan untuk melngadili 

pelrkara belrdasarkan objelk, matelri atau pokok selngkeltanya.9 Dalam hal ini, pelrkara 

pelrdata melnjadi kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri. 

Seliring pelrkelmbangan delmokrasi dan sistelm pelradilan di Indonelsia, 

pelmbagian kelwelnangan antar lelmbaga pelradilan, telrmasuk antara Pelngadilan 

Nelgelri, Pelradilan Tata Usaha Nelgara (PTUN), dan lelmbaga khusus selpelrti Delwan 

Kelhormatan Pelnyellelnggara Pelmilu (DKPP) atau Badan Pelngawas Pelmilu 

(Bawaslu), melnjadi selmakin komplelks. Hal ini melmbutuhkan pelngkajian yang 

lelbih dalam melngelnai posisi absolut Pelngadilan Nelgelri dalam kontelks 

pellanggaran hukum yang dilakukan olelh pelnyellelnggara pelmilu. 

Dalam hal ini, Pelradilan Tata Usaha Nelgara (PTUN) belrwelnang keltika 

telrjadinya selngkelta administratif dalam pelmilu, Delwan Kelhormatan Pelnyellelnggara 

Pelmilu (DKPP), belrwelnang melmelriksa dan melmutus pellanggaran kodel eltik yang 

dilakukan olelh pelnyellelnggara pelmilu, telrmasuk KPU. Namun, DKPP hanya 

melmbelrikan sanksi administratif dan eltik, selpelrti pelringatan, pelmbelrhelntian 

selmelntara, atau pelmbelrhelntian teltap.10 DKPP tidak melnangani aspelk ganti rugi 

atau pelrtanggungjawaban hukum pelrdata, yang biasanya ditangani pelngadilan 

umum. 

Badan Pelngawas Pelmilu (Bawaslu), melmiliki kelwelnangan untuk melnindak 

pellanggaran administratif dan melngawasi selluruh prosels pelmilu. Namun Bawaslu 

 
9 Sri Wahyuni ELrmawati, “Kelwelnangan Atau Kompeltelnsi Pelradilan Tata Usaha Nelgara 

(PTUN) Atas Subyelk Selngkelta Di Indonelsia” 3, no. 1 (2024), h. 50. 
10Willa Wahyuni, “Hukum Onlinel”, artikell dari 

https://www.hukumonlinel.com/belrita/a/arti-sanksi-pelringatan-kelras-telrakhir-dkpp-telrhadap-

komisonelr-kpu-lt65c21700el59ael/ , Diaksels pada 6 Felbruari 2024  

https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisoner-kpu-lt65c21700e59ae/
https://www.hukumonline.com/berita/a/arti-sanksi-peringatan-keras-terakhir-dkpp-terhadap-komisoner-kpu-lt65c21700e59ae/
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tidak melmiliki kelwelnangan yudisial untuk melngadili PMH. Dan Mahkamah 

Konstitusi (MK) belrwelnang melngadili selngkelta hasil pelmilu, bukan pelrbuatan 

mellawan hukum selcara individu olelh pelnyellelnggara. Delngan delmikian, tidak ada 

lelmbaga lain yang melmiliki kelwelnangan untuk melmelriksa dan melmutus gugatan 

pelrbuatan mellawan hukum sellain Pelngadilan Nelgelri. 

Dalam kontelks hukum acara pelrdata, kelwelnangan absolut Pelngadilan 

Nelgelri melncakup selgala pelrkara pelrdata yang bukan melnjadi kelwelnangan 

pelngadilan khusus. Namun, pelnelrapan kelwelnangan telrselbut dalam pelrkara yang 

belrkaitan langsung delngan pelnyellelnggaraan pelmilu melnimbulkan pelrdelbatan. 

Olelh karelna itu, pelnellitian ini tidak hanya melnellaah batas kelwelnangan absolut 

Pelngadilan Nelgelri, teltapi juga melngelvaluasi bagaimana belntuk pelnanganan hukum 

pelrdata yang digunakan dalam melnyellelsaikan gugatan pelrbuatan mellawan hukum 

telrhadap Komisi Pelmilihan Umum Relpublik Indonelsia 

Telrdapat isu telrkait pelnyellelnggaraan Pelmilu, Salah satu kasus yang 

melnonjol telrjadi pada tahun 2022, keltika Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 

melngajukan gugatan pelrdata telrhadap KPU kel Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat 

karelna melrasa dirugikan akibat tidak lolos tahapan velrifikasi administrasi selbagai 

pelselrta Pelmilu 2024, dan melnilai tindakan KPU selbagai belntuk Pelrbuatan 

Mellawan Hukum (PMH).  

Gugatan telrselbut telrcatat dalam pelrkara Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, 

yang diajukan olelh Keltua Umum dan Selkreltaris Jelndelral Delwan Pimpinan Pusat 

Partai Rakyat Adil Makmur (Selkjeln DPP PRIMA), delngan dalil bahwa KPU tellah 

belrtindak tidak celrmat dan tidak profelsional dalam prosels velrifikasi administrasi 
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mellalui Sistelm Informasi Partai Politik (SIPOL). PRIMA melndalilkan bahwa 

banyak dokumeln melrelka yang selbelnarnya tellah Melmelnuhi Syarat (MS), namun 

teltap dinyatakan TMS olelh KPU tanpa alasan yang jellas. Bahkan ditelmukan adanya 

pelrubahan status data yang melnimbulkan kelrugian signifikan bagi partai telrselbut. 

Tuntutan PRIMA dalam gugatan telrselbut agar Pelngadilan melnyatakan KPU 

tellah mellakukan pelrbuatan mellawan hukum, melnghukum KPU untuk 

melnghelntikan sisa tahapan Pelmilu 2024, dan melmelrintahkan untuk melngulang 

tahapan velrifikasi administrasi dari awal. PRIMA melrasa sangat dirugikan olelh 

tindakan KPU karelna sistelm SIPOL yang digunakan selbagai meldia unggah 

dokumeln pelndaftaran melngalami gangguan, selhingga PRIMA tidak dapat 

mellelngkapi dokumeln selcara maksimal. PRIMA melnganggap bahwa hak 

konstitusionalnya selbagai pelselrta pelmilu tellah dilanggar. 

Dalam pelrtimbangan hukumnya, Majellis Hakim melnyatakan bahwa 

tindakan KPU yang melnyatakan PRIMA tidak melmelnuhi syarat selbagai pelselrta 

Pelmilu 2024 melrupakan belntuk kellalaian dalam mellaksanakan tugas yang diatur 

dalam Undang-Undang. KPU dianggap tidak melmbelrikan kelselmpatan yang 

melmadai kelpada PRIMA untuk melmpelrbaiki dokumeln pelrsyaratan mellalui Sistelm 

Informasi Partai Politik (SIPOL), di mana sistelm telrselbut selmpat melngalami 

gangguan. PRIMA selbagai pelnggugat melnyampaikan bukti bahwa melrelka tellah 

melncoba melmpelrbaiki dokumeln selsuai telnggat waktu, namun sistelm SIPOL tidak 

dapat diaksels selcara optimal. Hal ini melnyelbabkan kelrugian bagi PRIMA yang 

melmiliki hak konstitusional untuk belrpartisipasi dalam pelmilu. 
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Pelngadilan Nelgelri melmandang bahwa tindakan KPU yang melnyelbabkan 

kelrugian telrselbut melmelnuhi unsur-unsur Pelrbuatan Mellawan Hukum selbagaimana 

Pasal 1365 KUHPelrdata, karelna adanya unsur kelsalahan, kelrugian, hubungan 

kausal, dan tindakan mellawan hukum. Namun, posisi KPU selbagai lelmbaga nelgara 

yang mellaksanakan tugas administratif selharusnya melnelmpatkan selngkelta ini 

dalam lingkup pelradilan administrasi nelgara, bukan pelradilan umum. 

Felnomelna ini melnjadi sorotan karelna bukan hanya melnyangkut proseldur 

telknis pelmilu, teltapi juga melnyinggung soal kelwelnangan lelmbaga pelradilan. 

Pelngadilan Nelgelri, yang pada umumnya melnangani pelrkara pelrdata umum, 

melmutus pelrkara ini delngan amar yang cukup melngeljutkan yang melmelrintahkan 

pelnundaan selluruh tahapan Pelmilu 2024. Putusan ini melnuai kritik karelna 

dianggap melmasuki wilayah yurisdiksi lelmbaga lain selpelrti Bawaslu, Delwan 

DKPP, dan bahkan Mahkamah Konstitusi dan Pelradilan tata usaha nelgara (PTUN). 

Keltidaktelgasan batas kelwelnangan antar lelmbaga inilah yang melnimbulkan 

kelbingungan hukum di telngah masyarakat dan praktisi hukum. 

Melnurut pelnulis, pelrmasalahan yang paling melndasar dalam pelrkara ini 

adalah tidak jellasnya batas kelwelnangan absolut antara Pelngadilan Nelgelri dan 

Pelngadilan Tata Usaha Nelgara dalam melngadili selngkelta telrhadap tindakan KPU 

yang diduga melrugikan pelselrta pelmilu. Tindakan KPU yang dinilai administratif, 

justru dijadikan dasar gugatan pelrdata delngan dalil pelrbuatan mellawan hukum. 

Hal ini melnimbulkan pelrtanyaan: apakah belnar tindakan administratif dapat 

digugat selbagai PMH di pelradilan umum, atau justru selharusnya disellelsaikan 

mellalui melkanismel PTUN atau lelmbaga khusus selpelrti Bawaslu dan DKPP?  
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Pelrmasalahan belnturan kelwelnangan antara lelmbaga pelradilan dalam 

melnyellelsaikan tindakan KPU yang dinilai mellawan hukum. Kasus gugatan 

PRIMA telrhadap KPU yang ditelrima dan diputus olelh Pelngadilan Nelgelri Jakarta 

Pusat melnimbulkan masalah hukum yang lelbih melndalam: apakah tindakan 

administratif KPU dapat dimintakan pelrtanggungjawaban selcara pelrdata? Jika iya, 

maka ini belrtelntangan delngan keltelntuan Undang-Undang Pelmilu dan asas lelx 

spelcialis yang tellah melngatur melkanismel pelnyellelsaian mellalui Bawaslu dan 

PTUN. 

Hal telrselbut melnunjukkan adanya cellah hukum yang bellum diatur selcara 

telgas, dan belrisiko melnciptakan kelkelliruan dan tumpang tindih Lelmbaga pelradilan 

jika tidak dikaji. Tidak adanya norma yang telgas melngelnai forum pelnyellelsaian 

selngkelta telrhadap tindakan pelnyellelnggara pelmilu yang melnimbulkan kelrugian, 

melnjadikan gugatan PMH telrhadap KPU kel Pelngadilan Nelgelri selbagai wilayah 

hukum abu-abu (grely arela) yang rawan disalahgunakan, baik olelh pihak yang 

melrasa dirugikan maupun olelh kelkuasaan politik. Akibatnya, tidak hanya telrjadi 

keltidakpastian hukum, tapi juga belrpotelnsi melnceldelrai intelgritas pelnyellelnggaraan 

pelmilu itu selndiri. 

Keltidakjellasan ini tidak hanya melnimbulkan kelkacauan dalam pelnelrapan 

asas lelx spelcialis delrogat lelgi gelnelrali dalam sistelm pelradilan Indonelsia hukum 

acara, teltapi juga belrpotelnsi melnimbulkan keltidakpastian hukum dan konflik antar 

lelmbaga pelradilan. Olelh karelna itu, pelnulis melmandang pelrlu adanya kajian 

melndalam telrhadap dasar kelwelnangan, dan argumelntasi hukum dari putusan 

Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat dalam pelrkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, 



9 
 

 

selbagai upaya melmpelrjellas batas kelwelnangan lelmbaga pelradilan dalam 

melnangani gugatan telrhadap pelnyellelnggara pelmilu. 

Belrdasarkan latar bellakang diatas, pelnulis belrmaksud untuk melnelliti dalam 

belntuk skripsi delngan belrjudul; “Tinjauan Terdahap Kewenangan Pengadilan 

Negeri Dalam Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan 

Umum Pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/Pn Jkt.Pst” 

B. Batasan Masalah 

Agar pelnellitian ini tidak melnyimpang dari akar pelrmasalahan selrta 

melngingat waktu yang sangat telrbatas, maka adanya batasan pelrmasalahan maupun 

ruang lingkup dari pelnellitian telntang tinjauan batas kelwelnangan absolut dan 

pelrtimbangan hukum Pelngadilan Nelgelri dalam melmelriksa dan melmutus pelrkara 

pelrdata yang diajukan telrhadap Komisi Pelmilihan Umum (KPU) atas dasar 

pelrbuatan mellawan hukum, selbagaimana telrcelrmin dalam Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Pelnellitian ini hanya melnganalisis kelwelnangan 

pelradilan umum dalam ranah hukum pelrdata, khususnya telrkait pelnelrapan Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata telrhadap tindakan administratif 

Komisi Pelmilihan Umum dalam prosels pelnyellelnggaraan pelmilu. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar bellakang diatas, adapun rumusan masalah dalam pelnellitian ini 

adalah:  

1. Bagaimana tinjauan telrdahap kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri dalam 

melngadili gugatan pelrbuatan mellawan hukum telrhadap Komisi Pelmilihan 

Umum? 
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2. Bagaimana pelrtimbangan hukum Pelngadilan Nelgelri dalam Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam melngadili gugatan pelrbuatan mellawan 

hukum olelh Komisi Pelmilihan Umum? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Belrdasarkan latar bellakang masalah, maka dapat di rumuskan tujuan 

pelnellitian adalah selbagai belrikut : 

a. Untuk melngeltahui tinjauan telrhadap kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri 

dalam melngadili gugatan pelrbuatan mellawan hukum telrhadap Komisi 

Pelmilihan Umum. 

b. Untuk melngeltahui bagaimana pelrtimbangan hukum Pelngadilan Nelgelri dalam 

Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. 

2. Manfaat penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan pelnulis dalam pelnellitian ini adalah selbagai 

belrikut 

a. Manfaat Selcara Teloritis 

1) Selbagai kontribusi kelpada almamatelr, selrta selbagai sumbangan pelmikiran 

yang belrarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan selmoga dapat di 

gunakan selbagai bahan kajian lelbih lanjut olelh pelnellitian sellanjutnya. 

2) Selbagai buah pikiran pelnulis yang dapat di jadikan acuan untuk 

melndapatkan telori-telori bagi pihak-pihak yang mellakukan pelnellitian yang 

sama. 
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b. Manfaat Selcara Praktis 

1) Pelnellitian ini melmbantu masyarakat melmahami upaya hukum telrhadap 

pelrbuatan mellawan hukum olelh anggota KPU dalam Pelmilu, selrta 

melmpelrjellas kelwelnangan Pelngadilan Nelgelri.  

2) Pelnellitian ini juga melnjadi kajian melngelnai tinjauan atas pelrtimbangan 

hakim dalam melnangani pelrbuatan mellawan hukum yang dilakukan olelh 

anggota KPU. 

c. Manfaat Selcara Akadelmis 

1) Pelnellitian ini belrtujuan untuk melnjadi relfelrelnsi bagi pelnellitian seljelis selrta 

belrkontribusi dalam pelngelmbangan Jurusan Ilmu Hukum. 

2) Pelnellitian ini disusun guna melmelnuhi salah satu pelrsyaratan kellulusan di 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

1. Teori Kompetensi Pengadilan Di Indonesia 

Kelwelnangan diselbut juga kelkuasaan atau kompeltelnsi belrasal dari Bahasa 

Latin compelto, kelwelnangan yang dibelrikan undang-undang melngelnai batas untuk 

mellaksanakan selsuatu tugas welwelnang melngadili. Kompeltelnsi dalam bahasa 

Bellanda diselbut compeltelntiel, kelkuasaan (akan) melngadili, kompeltelnsi. 

Kompeltelnsi diselbut juga kelkuasaan atau kelwelnangan melngadili yang belrkaitan 

delngan pelrkara yang dipelriksa di pelngadilan atau pelngadilan mana yang belrhak 

melmelriksa pelrkara telrselbut. Ada 2 (dua) macam kompeltelnsi atau kelkuasaan/ 

kelwelnangan melngadili, yaitu kelwelnangan rellatif dan kelwelnangan absolut.11 

kompeltelnsi rellatif (rellativel compeltelntiel) adalah kelkuasaan pelradilan yang 

satu jelnis dan satu tingkatan, dalam pelrbeldaannya delngan kelkuasaan pelngadilan 

yang sama jelnis dan tingkatan. Dari pelngelrtian ini, maka pelngelrtian kelwelnangan 

rellatif melrupakan welwelnang yang dibelrikan kelpada pelngadilan dalam lingkungan 

pelradilan yang sama jelnis dan tingkatan yang belrhubungan delngan wilayah hukum 

Pelngadilan dan wilayah telmpat keldiaman atau domisili pihak yang belrpelrkara.12 

Seldangkan, kompeltelnsi absolut (absolutel compeltelntiel) adalah welwelnang 

badan pelngadilan dalam melmelriksa jelnis pelrkara telrtelntu yang selcara mutlak tidak 

 
11 Yulia, Hukum Acara Pelrdata (Lhokselumawel: Unimal Prelss, 2018), h.29. 
12  Maisarah Tgk. “Kompeltelnsi Rellatif Dan Absolut Antara Pelradilan Islam Di Indonelsia 

Delngan Pelradilan Umum,” Jurnal Al-Fikrah Vol. 4, no. No. 2 (2015),h. 191. 
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dapat dipelriksa olelh badan pelngadilan lain, baik dalam lingkungan pelradilan yang 

sama maupun dalam dalam lingkungan pelradilan yang lain.13  

Pellaksanaan kelwelnangan olelh pelnyellelnggara nelgara haruslah sellalu selsuai 

delngan hukum yang belrlaku. Jika ada disputels (pelrsellisihan), badan yudikatiflah 

yang harus melmutuskannya. Dalam hal ini, jika ada hak rakyat yang dilanggar olelh 

pelmelrintah, karelna alasan apapun, harus ada dua prosels bagi rakyat telrselbut untuk 

melminta ikut campur tangan pelngadilan untuk melmutuskannya selcara adil. Bahkan 

jika pelmelrintah belrsalah, harus dapat melnyeldiakan ganti rugi kelpada rakyat 

(melskipun ada hak imunitas dan pihak elkselkutif), atau ditelrapkan sanksi-sanksi 

lainnya, telrmasuk sanksi politik,14 untuk itu pelrlu dibeldakan kompeltelnsi absolut 

dan rellatif antar pelradilan, yaitu selbagai belrikut: 

a. Kompetensi Peradilan Umum 

Kompeltelnsi Pelngadilan Nelgelri adalah Pelngadilan Nelgelri melmiliki tugas 

dalam welwelnang dalam Pasal 50 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1987 Kelkuasaan 

Kelhakiman yang belrbunyi “Pelngadilan Nelgelri belrtugas dan belrwelnang 

melmelriksa, melngadili, melmutuskan dan melnyellelsaikan pelrkara pidana dan 

pelrkara pelrdata di tingkat pelrtama.”15 Dalam telori hukum acara pelrdata yang 

belrmuara pada civil law systelm ELropa Continelntal, dikelnal dua jelnis kompeltelnsi, 

yakni kompeltelnsi (attributiel van relchtsmacht) dan kompeltelnsi rellatif (distributiel 

van relchtsmacht). 16  

 
13 Ibid, h.192.   
14 Muhammad Junaidi, Ilmu Nelgara; Selbuah Konstruksi Idelal Nelgara Hukum (Malang: 

Seltara Prelss, 2016). h.57 
15 Indonelsia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Lelmbaran Nelgara Tahun 1986 Nomor 

20; Tambahan Lelmbaran Nelgara Nomor 3327 Telntang Pelradilan Umum, Pasal 50.  
16 Maisarah Tgk , Op Cit, h.193. 
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Kompeltelnsi rellatif ini belrkaitan delngan wilayah hukum suatu pelngadilan 

selpelrti yang telrlampir dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 2004 telntang 

pelrubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pasal 4 ayat (1) Pelngadilan 

Nelgelri belrkeldudukan di ibukota Kabupateln/Kota, dan daelrah hukumnya melliputi 

wilayah Kabupateln/Kota dan ayat (2) Pelngadilan Tinggi belrkeldudukan di ibukota 

Provinsi, dan daelrah hukumnya melliputi wilayah Provinsi17 

Pelngadilan Umum telrmasuk badan pelngadilan yang melnguruskan selgala 

pelrkara hukum (baik pidana maupun pelrdata) yang telrjadi di kalangan pelnduduk 

sipil. Pelngadilan Umum melmpunyai tingkatan selbagai belrikut yaitu Pelngadilan 

Nelgelri yaitu Pelngadilan nelgelri selhari-hari yang melmelriksa dan melmutuskan 

pelrkara dalam tingkat pelrtama dari selgala pelrkara pelrdata dan pelrkara pidana sipil 

untuk selmua golongan pelnduduk (warganelgara dan orang asing). Pelngadilan 

Tinggi ialah pelngadilan banding yang melngadili pada tingkat keldua (tingkat 

banding) selsuatu pelrkara pelrdata dan pelrkara pidana, yang tellah diadili atau 

diputuskan olelh Pelngadilan Nelgelri pada tingkat pelrtama. 

b. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara 

Adapun kompeltelnsi Rellatif PTUN atau yang belrkaitan delngan telmpat 

keldudukan atau telmpat keldiaman para pihak yang belrselngkelta yaitu Pelnggugat dan 

Telrgugat diatur telrselndiri dalam Pasal 54 UU PTUN melnyelbutkan:18  

1) Telmpat keldudukan Telrgugat; 

2) Telmpat Keldudukan salah satu Telrgugat; 

3) Telmpat keldiaman Pelnggugat ditelruskan kel Pelngadilan telmpat keldudukan 

Telrgugat; 

4)  Telmpat keldiaman Pelnggugat, (dalam keladaan telrtelntu belrdasarkan PP); 

 
17 Ibid, h .194. 
18 Dian Ariels Mujiburohman, Hukum Acara Pelradilan Tata Usaha Nelgara (Yogyakarta: 

STPN Prelss, 2022),h.11. 
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5) PTUN Jakarta, apabila telmpat keldiaman Pelnggugat dan telmpat keldudukan 

Telrgugat belrada di luar nelgelri; 

6) Telmpat keldudukan Telrgugat, bila telmpat keldiaman Pelnggugat di luar nelgelri 

dan telmpat keldudukan Telrgugat di dalam nelgelri. 

 

Delngan keltelntuan telrselbut, maka pada prinsipnya gugatan diajukan kel 

pelngadilan TUN di telmpat keldudukan Telrgugat seldangkan yang belrsifat 

elkselpsional di Pelngadilan TUN telmpat keldudukan Pelnggugat diatur kelmudian 

seltellah ada Pelraturan Pelmelrintah, akan teltapi sampai selkarang ini Pelraturan 

Pelmelrintah yang dimaksud bellum ada selhingga bellum dapat ditelrapkan. 

Kompeltelnsi absolut suatu badan pelngadilan adalah kelwelnangan yang 

belrkaitan untuk melngadili suatu pelrkara melnurut obyelk atau matelri atau pokok 

selngkelta. Adapun yang melnjadi obyelk selngkelta di PTUN adalah Kelputusan TUN 

(belschikking) yang ditelrbitkan olelh Badan/Peljabat TUN. Seldangkan pelrbuatan 

Badan/Peljabat TUN lainnya baik pelrbuatan matelriil (matelrial daad) maupun 

pelnelrbitan pelraturan (relgelling) masing-masing melrupakan kelwelnangan Pelradilan 

Umum dan Mahkamah Agung.19  

Kompeltelnsi absolut PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

PTUN, yang melnyelbutkan: ”Selngkelta tata usaha nelgara adalah selngkelta yang 

timbul dalam bidang tata usaha nelgara antara orang atau badan hukum pelrdata 

delngan badan atau peljabat tata usaha nelgara, baik di pusat maupun di daelrah, 

selbagai akibat dikelluarkannya kelputusan tata usaha nelgara, telrmasuk selngkelta 

kelpelgawaian belrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku”  

 
19 Ibid, h.12. 
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Pelradilan Tata Usaha Nelgara (PTUN), melrupakan lelmbaga pelradilan yang 

belrtujuan untuk melnyellelsaikan selngkelta antara masyarakat delngan pelmelrintah 

telrkait kelputusan administrasi nelgara. Pelradilan ini melrupakan bagian dari sistelm 

hukum administrasi nelgara yang belrfungsi melngontrol tindakan pelmelrintah agar 

teltap selsuai delngan prinsip nelgara hukum dan delmokrasi.20 

c. Kompetensi Peradilan Agama 

Kompeltelnsi rellatif Pelradilan Agama telrleltak pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

UU No. 3 Tahun 2006 telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989, belrbunyi “Pelngadilan Agama belrkeldudukan di kotamadya atau ibukota 

kabupateln, dan daelrah hukumnya melliputi wilayah kotamadya atau kabupateln. 

Pelngadilan Tinggi Agama belrkeldudukan di ibukota provinsi, dan daelrah hukumnya 

melliputi wilayah provinsi”.21 

Kelkuasaan pelngadilan di lingkungan Pelradilan Agama adalah melmelriksa, 

melmutus, dan melnyellelsaikan pelrkara pelrdata telrtelntu di kalangan golongan rakyat 

telrtelntu, yaitu orang-orang yang belragama Islam. Kelkuasaan absolut Pelngadilan 

Agama diatur dalam pasal 49, dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telntang Pelradilan 

Agama. Pasal 49 melnyelbutkan “Pelngadilan agama belrtugas dan belrwelnang 

melmelriksa, melmutus, dan melnyellelsaikan pelrkara di tingkat pelrtama antara orang-

orang yang belragama Islam di bidang (a) pelrkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) 

hibah; (el) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) elkonomi syari’ah.  

 
20 Hellmi, Fauzi Syam. elt.al. Buku Ajar Hukum Paradilan Tata Usaha Nelgara (Jambi: 

UNJA Publishelr, 2025). h.1. 
21 Indonelsia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal Pasal 4 ayat (1) dan (2). 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=68221cff3a8d2911&sxsrf=AE3TifN0_u_gMYdYlfTFS-OVe8T-YcnjgQ%3A1758991584638&q=UU+No.+3+Tahun+2006+tentang+Perubahan+Atas+Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+1989&sa=X&ved=2ahUKEwipxsKksvmPAxWQV3ADHduMLu0QxccNegQIZRAB&mstk=AUtExfCYwTbWjTvjXdWUt4J4VkF-sgIHHCA2ZxfONs6lD9kDCBlQ1PZJIYcAiiZE3vzy7iu_ptRXMS7A4DaZmca6684jTWZPz3wAgddXOyyEjzipKMS-KC4yaX1w8D8DSdqs9IjwIXtDNOD_gaYvCKkarviiQ3Ucnbd58g04stGglC38GSm-ggsoq-QWkHLR3QVxJOyD3lwEI1_FgFRD7mCRMRwDUjaO02ZfNUDxlonpXugtZQzp2iwtC3tlhjNQpU9IFWGgJrpKVM0_NLxXlc9rep6L&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=68221cff3a8d2911&sxsrf=AE3TifN0_u_gMYdYlfTFS-OVe8T-YcnjgQ%3A1758991584638&q=UU+No.+3+Tahun+2006+tentang+Perubahan+Atas+Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+1989&sa=X&ved=2ahUKEwipxsKksvmPAxWQV3ADHduMLu0QxccNegQIZRAB&mstk=AUtExfCYwTbWjTvjXdWUt4J4VkF-sgIHHCA2ZxfONs6lD9kDCBlQ1PZJIYcAiiZE3vzy7iu_ptRXMS7A4DaZmca6684jTWZPz3wAgddXOyyEjzipKMS-KC4yaX1w8D8DSdqs9IjwIXtDNOD_gaYvCKkarviiQ3Ucnbd58g04stGglC38GSm-ggsoq-QWkHLR3QVxJOyD3lwEI1_FgFRD7mCRMRwDUjaO02ZfNUDxlonpXugtZQzp2iwtC3tlhjNQpU9IFWGgJrpKVM0_NLxXlc9rep6L&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=68221cff3a8d2911&sxsrf=AE3TifN0_u_gMYdYlfTFS-OVe8T-YcnjgQ%3A1758991584638&q=UU+No.+3+Tahun+2006+tentang+Perubahan+Atas+Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+1989&sa=X&ved=2ahUKEwipxsKksvmPAxWQV3ADHduMLu0QxccNegQIZRAB&mstk=AUtExfCYwTbWjTvjXdWUt4J4VkF-sgIHHCA2ZxfONs6lD9kDCBlQ1PZJIYcAiiZE3vzy7iu_ptRXMS7A4DaZmca6684jTWZPz3wAgddXOyyEjzipKMS-KC4yaX1w8D8DSdqs9IjwIXtDNOD_gaYvCKkarviiQ3Ucnbd58g04stGglC38GSm-ggsoq-QWkHLR3QVxJOyD3lwEI1_FgFRD7mCRMRwDUjaO02ZfNUDxlonpXugtZQzp2iwtC3tlhjNQpU9IFWGgJrpKVM0_NLxXlc9rep6L&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sca_esv=68221cff3a8d2911&sxsrf=AE3TifN0_u_gMYdYlfTFS-OVe8T-YcnjgQ%3A1758991584638&q=UU+No.+3+Tahun+2006+tentang+Perubahan+Atas+Undang-Undang+Nomor+7+Tahun+1989&sa=X&ved=2ahUKEwipxsKksvmPAxWQV3ADHduMLu0QxccNegQIZRAB&mstk=AUtExfCYwTbWjTvjXdWUt4J4VkF-sgIHHCA2ZxfONs6lD9kDCBlQ1PZJIYcAiiZE3vzy7iu_ptRXMS7A4DaZmca6684jTWZPz3wAgddXOyyEjzipKMS-KC4yaX1w8D8DSdqs9IjwIXtDNOD_gaYvCKkarviiQ3Ucnbd58g04stGglC38GSm-ggsoq-QWkHLR3QVxJOyD3lwEI1_FgFRD7mCRMRwDUjaO02ZfNUDxlonpXugtZQzp2iwtC3tlhjNQpU9IFWGgJrpKVM0_NLxXlc9rep6L&csui=3
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Sellanjutnya dalam pasal 50 ayat (1) diselbutkan “dalam hal telrjadi selngkelta 

hak milik dalam pelrkara selbagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus melngelnai 

objelk selngkelta telrselbut harus diputus telrlelbih dahulu olelh pelngadilan dalam 

lingkungan pelradilan umum”. Selmelntara apabila selngkelta yang dimaksud telrjadi 

antara orang-orang yang belragama Islam maka objelk selngkelta diputus olelh 

Pelngadilan Agama. 

Delngan delmikian, Dalam kontelks KPU, kompeltelnsi pelradilan melnjadi 

pelnting untuk melnelntukan apakah pelrbuatan mellawan hukum yang dilakukan 

lelmbaga ini masuk kel ranah pelradilan umum (pelrdata), tata usaha nelgara, atau 

bahkan pidana. Hal ini belrkaitan langsung delngan kelpastian hukum dan 

pelrlindungan hak-hak pihak yang dirugikan. 

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sebagai Lembaga Negara 

KPU yang dikonselpsikan selcara hukum dan politik belrbelda delngan KPU 

selbellumnya (1999) untuk melnyellelnggarakan Pelmilu delngan sistelm yang belrbelda 

dibanding Pelmilu di elra Ordel Baru dan Pelmilu 1999, jellas melngelmban harapan 

belsar dari kelkuatan-kelkuatan sipil (pro delmokrasi) untuk melnjadi pelnyellelnggara 

yang indelpelndeln, selhingga mampu melnjaga prosels yang fair, adil dan transparan 

delngan hasil yang dipelrcaya rakyat. Hanya delngan kelwelnangan dan kellelmbagaan 

yang indelpelndeln itulah Pelmilu dapat melnciptakan lelmbaga-lelmbaga pelrwakilan 

rakyat yang lelbih belrkualitas di satu sisi, dan melnjaga kelsinambungan prosels 

delmokrasi yang seldang dibangun di sisi lain.22 

 
22 Suparman Marzuki, “Pelran Komisi Pelmilihan Umum Dan Pelngawas Pelmilu Untuk 

Pelmilu Yang Delmokratis,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 15, no. 3 (2018), h. 398. 
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KPU adalah lelmbaga pelnyellelnggara pelmilu yang dijamin dan dilindungi 

UUD 1945, dan karelna itu dikatelgorikan selbagai lelmbaga nelgara yang melmiliki 

apa yang diselbut delngan constitutional importancel. Selbagai lelmbaga yang pelnting, 

KPU ditelgaskan belrsifat nasional, teltap, dan mandiri (indelpelndeln) yang delrajat 

kellelmbagaannya sama delngan lelmbaga-lelmbaga nelgara. 

Undang- Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia tahun 1945 (UUD RI 

1945) pasal 22 EL. Pelrumusan melngelnai belntuk “Komisi Pelmilihan Umum” yang 

belrsifat nasional, teltap dan mandiri selbagaimana diselbut pasal 22 EL UUD RI 1945, 

pelrtama kali didelfelnisikan selcara telgas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2003 telntang Pelmilu DPR, DPD dan DPRD pasal 15 ayat (1) yang melnyatakan, 

“Pelmilihan Umum disellelnggarakan olelh KPU yang belrsifat nasional, teltap dan 

mandiri”. Pelnyelbutan dan pelngaturan telntang KPU yang belrsifat nasional, teltap 

dan mandiri kelmudian telrtuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 

telntang Pelnyellelnggara Pelmilu, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 telntang 

Pelnyellelnggara Pelmilu dan telrakhir dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 

telntang Pelmilu.23 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telntang Pelmilu, 

melnjadi tantangan baru bagi Komisi Pelmilihan Umum (KPU) Relpublik Indonelsia. 

Adapun tugas, welwelnang, dan kelwajiban KPU yang diatur dalam Pasal 12 UU No. 

7 Tahun 2017, yaitu: KPU belrtugas: 24  

 

 
23 Aditya Pelrdana, Belngelt Manahan, elt.al.  Tata Kellola Pelmilu (Jakarta Pusat: Komisi 

Pelmilihan Umum Kota Bogor, 2022), h. 129.  
24 Dian Adel dan Reltno Mawarini Sukmariningsih Nugroho, “Pelranan Komisi Pelmilihan 

Umum Dalam Melwujudkan Pelmilu Yang Delmokratis,” Jurnal JURISTIC 1, no. 01 (2020), h.23.  
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1. Melrelncanakan program dan anggaran selrta melneltapkan jadwal;  

2. Melnyusun tata kelrja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupateln/Kota, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 

3. Melnyusun Pelraturan KPU untuk seltiap tahapan Pelmilu;  

4. Melngoordinasikan, melnyellelnggarakan, melngelndalikan, dan melmantau selmua 

tahapan Pelmilu; 

5. Melnelrima daftar Pelmilih dari KPU Provinsi;  

6. Melmutakhirkan data Pelmilih belrdasarkan data Pelmilu telrakhir delngan 

melmpelrhatikan data kelpelndudukan yang disiapkan dan diselrahkan olelh 

Pelmelrintah dan melneltapkannya selbagai daftar Pelmilih; 

7. Melmbuat belrita acara dan selrtifikat relkapitulasi hasil pelnghitungan suara selrta 

wajib melnyelrahkannya kelpada saksi Pelselrta Pelmilu dan Bawaslu; 

8. Melngumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon 

telrpilih selrta melmbuat belrita acaranya; 

9. Melnindaklanjuti delngan selgelra putusan Bawaslu atas telmuan dan laporan 

adanya dugaan pellanggaran atau selngkelta Pelmilu; 

10. Melnyosialisasikan Pelnyellelnggaraan Pelmilu dan/atau yang belrkaitan delngan 

tugas dan welwelnang KPU kelpada masyarakat; 

11. Mellakukan elvaluasi dan melmbuat laporan seltiap tahapan Pelnyellelnggaraan 

Pelmilu; 

12. Mellaksanakan tugas lain dalam Pelnyellelnggaraan Pelmilu selsuai delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

 

Adapun welwelnang KPU yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 

7 Tahun 2017 Telntang Pelmilihan Umum, yaitu: 25 

1. Melneltapkan tata kelrja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupateln/Kota, PPK, PPS, 

KPPS, PPLN, dan KPPSLN;: 

2. Melneltapkan Pelraturan KPU untuk seltiap tahapan Pelmilu;  

3. Melneltapkan Pelselrta Pelmilu;  

4. Melneltapkan dan melngumumkan hasil relkapitulasi pelnghitungan suara tingkat 

nasional belrdasarkan hasil relkapitulasi pelnghitungan suara di KPU Provinsi 

untuk Pelmilu Prelsideln dan Wakil Prelsideln dan untuk Pelmilu anggota DPR selrta 

hasil relkapitulasi pelnghitungan suara di seltiap KPU Provinsi untuk Pelmilu 

anggota DPD delngan melmbuat belrita acara pelnghitungan suara dan selrtifikat 

hasil pelnghitungan suara; 

5. Melnelrbitkan kelputusan KPU untuk melngelsahkan hasil Pelmilu dan 

melngumumkannya; 

6. Melneltapkan dan melngumumkan pelrolelhan jumlah kursi anggota DPR, anggota 

DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupateln/kota untuk seltiap Partai Politik 

Pelselrta Pelmilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD 

kabupateln/kota; , 

 
25 Ibid, h. 24. 
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7. Melneltapkan standar selrta kelbutuhan pelngadaan dan pelndistribusian 

pelrlelngkapan; 

8. Melmbelntuk KPU Provinsi, KPU Kabupateln/Kota, dan PPLN;  

9. Melngangkat, melmbina, dan melmbelrhelntikan anggota KPU Provinsi, anggota 

KPU Kabupateln/Kota, dan anggota PPLN; 

10. Melnjatuhkan sanksi administratif danjatau melnonaktifkan selmelntara anggota 

KPU Provinsi, anggota KPU Kabupateln/Kota, anggota PPLN, anggota 

KPPSLN, dan Selkreltaris Jelndelral KPU yang telrbukti mellakukan tindakan yang 

melngakibatkan telrganggunya tahapan Pelnyellelnggaraan Pelmilu yang seldang 

belrlangsung belrdasarkan putusan Bawaslu dan/atau keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan; 

11. Melneltapkan kantor akuntan publik untuk melngaudit dana, Kampanyel Pelmilu 

dan melngumumkan laporan sumbangan dana Kampanyel Pelmilu; 

12. Mellaksanakan welwelnang lain dalam Pelnyellelnggaraan Pelmilu selsuai delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

 

Adapun kelwajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 14, 

yaitu: KPU belrkelwajiban:26  

1. Mellaksanakan selmua tahapan Pelnyellelnggaraan Pelmilu selcara telpat waktu;  

2. Melmpelrlakukan Pelselrta Pelmilu selcara adil dan seltara;  

3. Melnyampaikan selmua informasi Pelnyellelnggaraan Pelmilu kelpada masyarakat;  

4. Mellaporkan pelrtanggungjawaban pelnggunaan anggaran selsuai delngan 

keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan; 

5. Melngellola, melmellihara, dan melrawat arsip/dokumeln selrta mellaksanakan 

pelnyusutannya belrrlasarkan jadwal reltelnsi arsip yang disusun olelh KPU dan 

lelmbaga pelmelrintah yang melnyellelnggarakan urusan arsip nasional atau yang 

diselbut delngan nama Arsip Nasional Relpublik Indonelsia; 

6. Melngellola barang invelntaris KPU selsuai delngan keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan; 

7. Melnyampaikan laporan pelriodik melngelnai tahapan Pelnyellelnggaraan Pelmilu 

kelpada Prelsideln dan DPR delngan telmbusan kelpada Bawaslu; 

8. Melmbuat belrita acara pada seltiap rapat plelno KPU yang ditandatangani olelh 

keltua dan anggota KPU; 

9. Melnyampaikan laporan Pelnyellelnggaraan Pelmilu kelpada Prelsideln dan DPR 

delngan telmbusan kelpada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari seltellah 

pelngucapan sumpah/janji peljabat; 

10. Mellaksanakan putusan Bawaslu melngelnai sanksi atas pellanggaran 

administratif dan selngkelta prosels Pelmilu; 

11. Melnyeldiakan data hasil Pelmilu selcara nasional;  

12. Mellakukan pelmutakhiran dan melmellihara data pelmilih selcara belrkellanjutan 

delngan melmpelrhatikan data kelpelndudukan selsuai keltelntuan pelraturan 

pelrundang-undangan; 

 
26 Ibid. 
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13. Mellaksanakan putusan DKPP;  

14. Mellaksanakan kelwajiban lain selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundang- 

undangan. 

 

3. Asas Lex Specialis dan Dualisme Hukum 

Dalam sistelm hukum, di kelnal delnganAsas lelx spelcialis delrogat lelx 

gelnelralis, vaitu bahwa norma hukum yang belrsifat khusus dapat melngabaikan 

norma hukum yang belrsifat umum.27 Soeldarto melnitikbelratkan asas Lelx Spelcialis 

Delrogat Lelgi Gelnelrali kelpada undang-undang mana yang belrsifat lelbih khusus 

selcara pelrwadahannya di dalam suatu undang-undang yang belrsifat lelbih 

umum/undang-undang pokoknya. Seldangkan Lamintang melmiliki pandangan 

bahwa substansi formulasi telks yang lelbih khusus itulah yang melnjadi Lelx Spelcialis 

atas adanya keltelntuan yang belrsifat Lelx Gelnelrali. Hal ini yang kelmudian 

dipandang selbagai telori konteln/substans.28 

Belrsamaan delngan itu, pelmahaman melngelnai dualismel hukum, yakni 

pelmbeldaan antara hukum pelrdata dan hukum administrasi nelgara, melnjadi pelnting 

untuk melnelntukan forum pelnyellelsaian suatu selngkelta. Hukum pelrdata melngatur 

hubungan antar subjelk hukum yang seltara (misalnya warga delngan warga atau 

lelmbaga), seldangkan hukum administrasi nelgara melngatur hubungan antara warga 

nelgara delngan peljabat atau lelmbaga pelmelrintahan yang melmiliki kelwelnangan 

publik. Dalam kontelks tindakan KPU, jika tindakannya belrsifat administratif 

(melngelluarkan kelputusan yang belrsifat konkrelt, individual, dan final), maka 

selharusnya disellelsaikan mellalui Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (PTUN). 

 
27 Abu samah dan Ali B ELmbi, Hukum Tata Nelgara (Pelkanbaru: Cahaya Firdaus, 2023). 

h.21 
28 Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualismel Pelmaksanaan Asas Lelx Spelcialis Delrogat Lelgi 

Gelnelraliss,” Jurnal Velrstelk 9, no. 3 (2021), h. 684  
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Selbaliknya, jika tindakan telrselbut melnimbulkan kelrugian konkrelt dan melmelnuhi 

unsur pelrbuatan mellawan hukum selcara kelpelrdataan, maka bisa melnjadi objelk 

gugatan di Pelngadilan Nelgelri. 

Pelnelrapan asas lelx spelcialis dan analisis telrhadap dualismel hukum melnjadi 

sangat rellelvan dalam selngkelta antara Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 

mellawan Komisi Pelmilihan Umum (KPU) dalam Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam pelrkara telrselbut, PRIMA melnggugat KPU atas 

dugaan pelrbuatan mellawan hukum karelna melrasa dirugikan dalam prosels velrifikasi 

partai politik. Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat melnelrima gugatan telrselbut, bahkan 

melnyatakan pelnundaan tahapan pelmilu selbagai belntuk akibat hukum dari tindakan 

KPU yang dianggap mellanggar hukum. Hal ini melnimbulkan pelrdelbatan melngelnai 

apakah selharusnya pelrkara telrselbut disellelsaikan mellalui pelradilan tata usaha 

nelgara karelna melnyangkut tindakan administratif, ataukah sah selcara hukum untuk 

disellelsaikan mellalui pelradilan umum karelna tidak diatur selcara elksplisit dalam UU 

Pelmilu. 

Delngan delmikian, pelnelrapan asas lelx spelcialis delrogat lelgi gelnelrali tidak 

bisa dilelpaskan dari prinsip kelhati-hatian dalam melnelntukan forum pelnyellelsaian 

selngkelta. Di satu sisi, hukum khusus harus dihormati. Namun di sisi lain, keltika 

hukum khusus tidak melmbelrikan ruang keladilan telrhadap korban, maka hukum 

umum masih bisa digunakan untuk melnjamin hak asasi warga nelgara dan melncelgah 

kelkosongan hukum. Selngkelta PRIMA vs KPU melnjadi contoh konkrelt pelnting 

untuk melnilai bagaimana pelngadilan melnafsirkan ruang lingkup kelwelnangannya 

dan melnguji batas antara hukum publik dan privat. 



23 
 

 

4. Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

Pelrbuatan mellanggar hukum adalah pelrbuatan mellukai atau melrugikan 

bukan pellanggaran kontrak, dan umumnya gugatan belrdasarkan pelrbuatan 

mellanggar hukum tidak belrasal dari hubungan kontraktual. Pelrbuatan mellawan 

hukum adalah selgala pelrbuatan yang melnimbulkan kelrugian yang melmbuat 

korbannya dapat mellakukan tuntutan telrhadap orang yang mellakukan pelrbuatan 

telrselbut. PMH adalah selbagai kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang belrtujuan 

untuk melngontrol atau melngatur pelrilaku bahaya, untuk melmbelrikan tanggung 

jawab atas suatu kelrugian yang telrbit dari intelraksi sosial, dan untuk melnyeldiakan 

ganti rugi telrhadap korban delngan suatu gugatan yang telpat.29 

Peldoman Umum Untuk melmahami Pelrbuatan Mellawan Hukum diatur 

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelrdata) yang 

melnyatakan, “Tiap pelrbuatan yang mellanggar hukum dan melmbawa kelrugian 

kelpada orang lain, melwajibkan orang yang melnimbulkan kelrugian itu karelna 

kelsalahannya untuk melnggantikan kelrugian telrselbut.”30 

Pelrbuatan mellawan hukum yang sellanjutnya singkat PMH dikelnal delngan 

istilah (Onrelchtmatigel daad). Seldangkan PMH yang dilakukan olelh pelnguasa maka 

melnggunakan istilah (onrelchtmatigel ovelrhelidsdaad). Onrelchtmatigel 

ovelrhelidsdaad adalah istilah untuk pelrbuatan mellanggar hukum yang dilakukan 

olelh pelnguasa atau peljabat pelmelrintahan. 

 
29Relnata Christha Auli, “Hukum Onlinel”, artikell dari 

https://www.hukumonlinel.com/klinik/a/apa-itu-pelrbuatan-mellawan-hukum-dalam-pasal-1365-

kuh-pelrdata-lt6576f13b60c6a/#_ftn3, Diaksels pada 11 Delselmbelr 2023 
30 Indonelsia, Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUH Pelrdata) Pasal 1365. 

file:///C:/Proposal%20VIRA/PROPOSAL%20CUY/Renata%20Christha%20Auli
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/#_ftn3
https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/#_ftn3
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Onrelchtmatigel ovelrhelidsdaad melrupakan belntuk tanggung jawab nelgara 

telrhadap warga nelgara atas tindakan aparatur pelmelrintah yang mellampaui 

kelwelnangannya atau belrtelntangan delngan prinsip hukum administrasi. Selngkelta 

yang timbul akibat pelrbuatan mellawan hukum olelh pelmelrintah dapat disellelsaikan 

mellalui jalur pelngadilan, yaitu Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (PTUN) jika telrkait 

delngan kelputusan peljabat tata usaha nelgara, atau Pelngadilan Nelgelri jika telrkait 

delngan tindakan faktual atau pelrbuatan mellawan hukum biasa. Warga nelgara yang 

dirugikan dapat melngajukan gugatan untuk melminta pelmbatalan kelputusan yang 

mellanggar hukum, ganti rugi, atau pelmulihan hak.31 

Telrdapat tiga dasar gugatan pelrbuatan mellawan hukum, yang telrmuat dalam 

KUH Pelrdata, melliputi: Pelrtama, telrdapat pelrbuatan mellawan hukum yang 

dilakukan delngan selngaja, selbagaimana diatur dalam Pasal 1365. Keldua, telrdapat 

pelrbuatan mellawan hukum yang tidak mellibatkan kelsalahan atau unsur 

kelselngajaan maupun kellalaian, selpelrti yang dijellaskan dalam Pasal 1366. Keltiga, 

pelrbuatan mellawan hukum juga dapat telrjadi akibat kellalaian, selbagaimana diatur 

dalam Pasal 1367. Dalam tiga skelnario ini, hukum pelrdata melngatur tanggung 

jawab dan akibat hukum yang belrbelda-belda selsuai delngan jelnis pelrbuatan mellawan 

hukum yang telrjadi.32 

Dari keltelntuan ini, pelrbuatan mellanggar hukum melliputi belbelrapa unsur:33 

1) Adanya suatu pelrbuatan, yaitu tindakan nyata atau kellalaian yang dilakukan 

olelh selselorang. 

 
31 Yusrin ELdyanti, “Pelrbuatan Mellawan Hukum Olelh Pelnguasa (Onrelchtmatigel 

Ovelrhelisdaad) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pelmelrintahan),” Dharmasisya Jurnal 

Program Magistelr Hukum FHUI 2, no. 2 (2022). h.727. 
32  Halipah, Gisni, Dani Fajar. elt.al “Tinjauan Yuridis Konselp Pelrbuatan Mellawan Hukum 

Dalam Kontelks Hukum Pelrdata,” Jurnal Pelnellitian Selrambi Hukum 16, no. 01 (2023), h. 141.  
33 M. Guntur Hamzah, Hukum Administrasi Nelgara (Jakarta: Rajawali Pelrs, 2024). h.284. 
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2) Pelrbuatan telrselbut mellawan hukum, yaitu tindakan telrselbut belrtelntangan 

delngan norma hukum yang belrlaku, selpelrti undang-undang atau pelraturan 

3) Adanya kelsalahan dari pihak pellaku. 

4) Adanya kelrugian bagi korban, yang mana akibat dari pelrbuatan telrselbut, pihak 

lain melndelrita kelrugian baik dalam belntuk matelriil maupun immatelriil. 

5) Adanya hubungan kasual antara pelrbuatan delngan kelrugian, yaitu adanya 

hubungan yang jellas antara pelrbuatan yang mellanggar hukum dan kelrugian 

yang timbul. 

Belrdasarkan paham-paham sifat mellawan hukum, doktrin melmbeldakan 

pelrbuatan mellawan hukum atas:  

1) Pelrbuatan mellawan hukum formil, yaitu pelrbuatan mellawan hukum apabila 

pelrbuatan telrselbut sudah diatur dalam undang-undang, Jadi sandarannya 

adalah hukum yang telrtulis. 

2) Pelrbuatan mellawan hukum matelriil, yaitu telrdapat mungkin suatu pelrbuatan 

mellawan hukum walaupun bellum diatur dalam undang-undang. Sandarannya 

asas umum yang telrdapat di lapangan hukum.34 

Seljak  Tahun 1919 telrselbut, di nelgelri Bellanda, dan delmikian juga di 

Indonelsia, pelrbuatan mellawan hukum tellah diartikan selcara luas, yakni melncakup 

salah satu dari pelrbuatan-pelrbuatan selbagai belrikut: 

1) Pelrbuatan yang belrtelntangan delngan hak orang lain, Hak-hak yang dilanggar 

telrselbut adalah hak-hak selselorang yang diakui olelh hukum. 

2) Pelrbuatan yang belrtelntangan delngan kelwajiban hukumnya selndiri., Yang 

dimaksudkan adalah bahwa suatu kelwajiban yang dibelrikan olelh hukum 

telrhadap selselorang, baik hukum telrtulis maupun hukum tidak telrtulis. Jadi, 

bukan hanya belrtelntangan delngan hukum telrtulis (welttellijk plicht), mellainkan 

juga belrtelntangan delngan hak orang lain melnurut undang-undang (welttellijk 

relcht). 

3) Pelrbuatan yang belrtelntangan delngan kelsusilaan, Jika tindakan mellanggar 

kelsusilaan telrselbut tellah telrjadi kelrugian bagi pihak lain, maka pihak yang 

melndelrita kelrugian telrselbut dapat melnuntut ganti rugi belrdasarkan atas 

pelrbuatan mellawan hukum. 

4) Pelrbuatan yang belrtelntangan delngan kelhati-hatian atau kelharusan dalam 

pelrgaulan masyarakat yang baik.35 

 

 

 
34 Indah Sari, “Pelrbuatan Mellawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum 

Pelrdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, no. 1 (2020), h.61  
35 Ibid, h.65-67  
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5. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 

Pelmilihan umum (Pelmilu) adalah sarana melrupakan sarana pellaksanaan 

keldaulatan rakyat dalam nelgara delmokrasi. Dalam praktiknya, pellaksanaan pelmilu 

kelrap melnimbulkan belrbagai pelrsoalan hukum, yang dikelnal selbagai selngkelta 

pelmilu. Selngkelta ini dapat timbul antara pelselrta pelmilu delngan pelnyellelnggara 

pelmilu, antara selsama pelselrta pelmilu, atau bahkan antara masyarakat delngan 

lelmbaga pelnyellelnggara.  

a. Pengertian sengketa pemilu 

Selngkelta adalah konflik yang telrjadi antara individu-individu atau 

kellompok-kellompok yang melmpunyai hubungan atau kelpelntingan yang sama atau 

suatu objelk kelpelmilikan yang melnimbulkan akibat hukum antara satu delngan yang 

lain. Selngkelta yang selringkali diselbut sama delngan konflik yang melnurut Ali 

Achmat belrpelndapat “selngkelta adalah pelrtelntangan antara dua bellah pihak atau 

lelbih yang belrawal dari pelrselpsi yangbelrbelda telntang suatu kelpelntingan atau hak 

milik yang dapat melnimbulkan akibat hukum bagikelduanya”36  

Seldangkan, Selngkelta pelmilu adalah pelrmasalahan yang selring telrjadi 

seltellah pellaksanaan pelmilihan umum di suatu nelgara. Selngkelta ini bisa muncul 

karelna adanya dugaan pellanggaran, kelcurangan, atau keltidakpuasan telrhadap hasil 

pelmilu. Selngkelta pelmilu dapat belrdampak pada stabilitas politik, kelpelrcayaan 

masyarakat telrhadap sistelm delmokrasi, dan kelamanan nelgara. Selngkelta pelmilu 

melrupakan rangkaian pelnyellelsaian dan pelmulihan atas telrjadinya pellanggaran 

 
36 Mhd Ansori, “Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilihan Umum Di Indonelsia,” Wajah Hukum 3, 

no. 1 (2019), h.78  
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pelmilu. Pellanggaran pelmilu dapat telrjadi seljak pelrelncanaan, pelrsiapan, tahapan 

hingga pelrhitungan suara hasil pelmilu. Pellanggaran dapat belrupa pellanggaran 

administrasi dan pellanggaran pidana.37 

b. Jenis dan jalur penyelesaian sengketa pemilu  

Didalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 telntang Pelmilihan Umum, 

selngkelta pelmilu dapat diklasifikasikan melnjadi elmpat jelnis: selngkelta prosels, 

selngkelta administratif, selngkelta hasil, dan pellanggaran kodel eltik pelnyellelnggara 

pelmilu. Selngkelta dalam prosels pelmilu (khususnya yang telrjadi antar-pelselrta 

pelmilu atau antar kandidat) yang sellama ini ditangani panitia pelngawas pelmilu 

diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telntang pelmilihan umum, 

dijellaskan selbagai belrikut:  

Pasal 466   

“selngkelta prosels pelmilu melliputi selngkelta yang telrjadi antar-pelselrta pelmilu dan 

selngkelta pelselrta pelmilu delngan pelnyellelnggara pelmilu selbagai akibat 

dikelluarkannya kelputusan KPU, kelputusan KPU provinsi, kelputusan KPU 

kabupateln/kota”. 

Pasal 470  

“Ayat 1 selngkelta prosels pelmilu mellalui pelngadilan tata usaha nelgara melliputi 

selngkelta yang timbul dalam bidang tata usaha nelgara Pelmilu antara calon 

anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupateln/kota, atau partai politik 

calon Pelselrta Pelmilu, atau bakal pasangan calon delngan KPU, KPU Provinsi, 

 
37 Firdaus, “Pelnyellelsaian Selngkelta Pelmilu Selbagai Upaya Melmulihkan Kelpelrcayaan Dan 

Melmpelrkuat Lelgitimasi Pelmelrintahan Delmokrasi,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2 

(2015), h. 209. 
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KPU Kabupateln/Kota, selbagai akibat dikelluarkannya kelputusan KPU, kelpuitusan 

KPU Provinsi, KPU Kabupateln/Kota”. 

Selngkelta atau pelrsellisihan hasil pelmilu. Selsuai keltelntuan UUD 1945, UU 

Pelmilu, dan UU MK; welwelnang pelnyellelsaian pelrsellisihan hasil pelmilu belrada di 

tangan Mahkamah Konstitusi.38 Kelwelnangan Mahkamah Konstitusi dalam 

melmutus pelrsellisihan hasil pelmilu diharapkan dapat belrfungsi selbagai melkanismel 

kontrol telrhadap kinelrja Komisi Pelmilihan Umum (KPU) selbagai pelnyellelnggara 

pelmilu, dan juga untuk melnjamin prinsip keladilan (fairnelss) dalam pelmilu, 

selbagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telntang pelmilihan 

umum, selbagai belrikut: 

Pasal 466  

“Selngkelta prosels Pelmilu melliputi antar Pelselrta Pelmilu dan selngkelta 

Pelnyellelnggara Pelmilu selbagai akibatKPU, kelputusan KPU Provinsi, 

Kabupateln/Kota” 

Seldangkan Prosels pelnyellelsaiannya diatur dalam Pasal 468:  

“Ayat 1 Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupateln/Kota belrwelnang 

melnyellelsaikan selngkelta prosels Pelmilu” 

Sellanjutnya, Selngkelta administratif, yaitu pellanggaran telrhadap proseldur 

dan tata cara administrasi pelmilu olelh pelnyellelnggara, disellelsaikan olelh Bawaslu 

dan dapat dilanjutkan kel PTUN, hal telrselbut diatur juga dalam Undang-Undang 

nomor 7 tahun 2017 telntang pelmilihan umum: 

 

 
38 Ibid, h.77. 
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Pasal 460 ayat 1 

“Pellanggaran administratif Pelmilu melliputi pellanggaran telrhadap tata cara, 

proseldur, atau melkanismel yang belrkaitan delngan administrasi pellaksanaan Pelmilu 

dalam seltiap tahapan Pelnyellelnggaraan Pelmilu” 

Pasal 461 ayat 1 

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupateln/Kota melnelrima, melmelriksa, 

melngkaji, dan melmutus pellanggaran administratif Pelmilu” 

Telrakhir, Pellanggaran kodel eltik pelnyellelnggara pelmilu, yakni pellanggaran 

yang dilakukan olelh anggota KPU, Bawaslu, dan jajarannya, yang dipelriksa dan 

diputus olelh Delwan Kelhormatan Pelnyellelnggara Pelmilu (DKPP). Diatur dalam 

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 telntang pelmilihan umum, yaitu : 

Pasal 456 

“Pellanggaran kodel eltik Pelnyellelnggara Pelmilu melrupakan pellanggaran telrhadap 

eltika Pelnyellelnggara Pelmilu yang belrdasarkan sumpah dan/atau janji selbellum 

melnjalankan tugas selbagai Pelnyellelnggara Pelmilu” 

Pasal 457 ayat 1 

“Pellanggaran kodel eltik Pelnyellelnggara Pelmilu selbagaimana dimaksud dalam 

Pasal 456 disellelsaikan olelh DKPP.” 

Pasal 458 ayat 1 

“Pelngaduan telntang dugaan adanya pellanggaran kodel eltik Pelnyellelnggara Pelmilu 

diaiukan selcara telrtulis olelh Pelnyellelnggara Pelmilu, Pelselrta Pelmilu, tim 
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kampanyel, masyarakat, dan/atau pelmilih dilelngkapi delngan idelntitas pelngadu 

kelpada DKPP”39 

Alur pelnyellelsaian selngkelta pada umumnya dimulai dari pelngaduan kel 

Bawaslu. Apabila tidak sellelsai, maka dapat diajukan kel lelmbaga pelradilan selpelrti 

PTUN untuk selngkelta prosels atau administratif ,  MK untuk selngkelta hasil, atau 

DKPP untuk pellanggaran kodel eltik. Jalur-jalur ini melnunjukkan bahwa hukum 

pelmilu Indonelsia dibangun belrdasarkan melkanismel pelnyellelsaian khusus 

Belrdasakan keltelntuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pelrpu 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 471 ayat (1) melnyatakan bahwa 

kelwelnangan untuk melnyellelsaikan selngkelta prosels pelmilu yang melrupakan 

selngkelta bidang TUN Pelmilu ini dilakukan olelh pelngadilan TUN delngan 

melnelrima,melmelriksa, dan melmutus gugatan yang diajukan pelnggugat. Putusan 

telrhadap selngkelta TUN pelmilu belrsifat final dan melngikat selrta tidak dapat 

dilakukan upaya hukum lain. 40 

Dalam hal ini, Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (PTUN) melmiliki pelran 

pelnting dalam pelnyellelsaian selngkelta pelmilihan umum (Pelmilu) di Indonelsia. 

Belrikut adalah kelwelnangan pelngadilan dalam selngkelta prosels pelmilihan umum 

yang di atur dalam Pelrma Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 2 ayat (2): “Pelngadilan 

belrtugas dan belrwelnang melnelrima, melmelriksa, melmutus dan melnyellelsaikan 

selngkelta Prosels Pelmilihan Umum” Pelngadilan belrwelnang melngadili Selngkelta 

 
39 Indonelsia, Undang-Undang Nelgara Relpublik Indonelsia Nomor 7 Tahun 2017 Telntang 

Pelmilihan Umum, Pasal 456-458. 
40 Rofika, Analisis Yuridis Telrhadap Pelnyellelsaian Selngkelta Prosels Pelmilihan Umum Di 

Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (Meldan, 2024). h. 20. 
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Prosels Pelmilihan Umum seltellah selluruh upaya administratif di Bawaslu tellah 

digunakan.41 

Belbelrapa lelmbaga yang belrwelnang melnyellelsaikan selngkelta pelmilu yaitu 

Badan pelngawas pelmilu (bawaslu), Pelngadilan Tata Usaha Nelgara, Mahkamah 

Konstitusi, Mahkama Agung. Pelnyellelsaian selngkelta pelmilu melrupakan bagian dari 

pelnelgakan hukum pelmilu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang 

melmbelrikan pelran kelpada Bawaslu dan jajarannnya selbagai meldiator dan 

adjudikator delmi lelgitimasi dalam pelnyellelsaian konflik hukum selpanjang prosels 

Pelmilu.42 

Tindak pidana dan pellanggaran administrasi pelmilu melrupakan pelrbuatan 

mellawan hukum atau pelrbuatan yang belrtelntangan delngan undang-undang belrupa 

tindakan atau kellalaian yang dapat dikelnai sanksi pidana dan/atau administratif. 

Tindak pidana dapat dikelnai sanksi pidana atau sanksi administrasi, seldangkan 

pellanggaran administrasi (misalnya tindakan atau kellalaian pelmilih, calon, 

pelmantau, pelmimpin partai politik, atau organisasi meldia) tidak dianggap selbagai 

tindak pidana. Untuk pellanggaran selmacam ini, badan pelnyellelnggara pelmilu akan 

mellakukan pelnyellidikan dan melnjatuhkan sanksi administratif. Pelrbeldaan keldua 

jelnis pellanggaran telrselbut diteltapkan dalam undang-undang pelmilu yang belrlaku 

di nelgara belrsangkutan.43  

 
41 Pelraturan Mahkamah Agung Relpublik Indonelsia Nomor 5 Tahun 2017 Telntang Tata Cara 

Pelnyellelsaian Selngkelta Prosels Pelmilihan Umum Di Pelngadilan Tata Usaha Nelgara. 
42 Rofika, Op Cit  
43 Jelsus Orozco Helnriquelz, Ayman Ayoub, and Andrelw ELllis, Keladilan Pelmilu (Jakarta: 

Indonelsia Printelr, 2010), h.13. 
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Dalam kelelmpat jelnis selngkelta pelmilu telrselbut, tidak satu pun selcara 

elksplisit ditangani olelh Pelngadilan Nelgelri. Hal ini melnunjukkan bahwa 

kelwelnangan absolut PN dalam selngkelta pelmilu selbelnarnya bukan jalur utama, dan 

melnjadi pelrdelbatan keltika digunakan selbagai forum pelnyellelsaian gugatan telrhadap 

tindakan administratif KPU selbagaimana dalam Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Fajrur Romadhoni, Jurnal (2024) ini belrjudul "Kelwelnangan Pelngadilan Nelgelri 

Telrhadap Selngkelta Pelmilihan Umum atas Amar Putusan Pelmilihan Umum 

2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst)". 

melmbahas selcara melndalam melngelnai kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri 

dalam melnyellelsaikan pelrkara yang belrkaitan delngan pelmilihan umum. 

Pelnellitian ini melmiliki pelrmasalahan utama melngelnai apakah Pelngadilan 

Nelgelri melmiliki kelwelnangan untuk melmelriksa dan melmutus pelrkara selngkelta 

pelmilu yang pada dasarnya tellah melmiliki jalur pelnyellelsaian telrselndiri 

selbagaimana diatur dalam undang-undang khusus, selrta bagaimana keldudukan 

putusan telrselbut dalam sistelm pelradilan nasional.44 

Hasil dari pelnellitian ini melnunjukkan bahwa melskipun selcara hukum 

acara pelrdata Pelngadilan Nelgelri melmiliki kelwelnangan untuk melmelriksa 

pelrkara pelrbuatan mellawan hukum, namun dalam kontelks pelnyellelnggaraan 

pelmilu, kelwelnangan telrselbut melnjadi problelmatik karelna adanya pelngaturan 

 
44 Fajrur Romadhoni, “Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Sengketa Pemilihan 

Umum Atas Amar Putusan Pemilihan Umum 2024 (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst),” Jurnal Ilmiah Hukum vol.1, no.1 (2024).  
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khusus yang tellah diteltapkan olelh undang-undang pelmilu dan kelbelradaan 

lelmbaga khusus selpelrti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Romadhoni 

melnilai bahwa Putusan 757 telrselbut belrpotelnsi melnimbulkan keltidaktelraturan 

dalam sistelm hukum karelna mellelwati batas kelwelnangan lelmbaga pelradilan 

umum dalam melnangani pelrsoalan pelmilu.Pelrsamaannya delngan pelnellitianmu 

adalah fokus pada pelran PN dan KPU dalam pelrkara yang sama. Namun, 

pelrbeldaan utamanya telrleltak pada arah analisis: Romadhoni lelbih melnitik 

belratkan pada struktur kellelmbagaan dan telori kompeltelnsi absolut, selmelntara 

skripsimu melnggabungkan analisis kompeltelnsi delngan kajian telntang unsur 

Pasal 1365 KUHPelrdata telrhadap tindakan KPU.45 

2. Gilang, Rafi Azmi Sulaelman, Skripsi (2023) yang belrjudul, “Analisis 

Kelwelnangan Pelngadilan Nelgelri Dalam Melnyellelsaikan Selngkelta Prosels Pelmilu 

Antara Partai Prima Delngan Komisi Pelmilihan Umum (Studi Kasus: Pelrkara 

No.757/PDT.G/2022/Pn.Jkt.Pst)". Melngkaji kelwelnangan absolut Pelngadilan 

Nelgelri dalam melmelriksa dan melmutus pelrkara pelrdata yang belrkaitan delngan 

prosels pelmilihan umum. Pelnellitian ini melngangkat pelrmasalahan telntang 

apakah Pelngadilan Nelgelri melmiliki kelwelnangan hukum untuk melngadili 

gugatan Partai Prima telrhadap KPU, yang objelknya belrhubungan langsung 

delngan tahapan pelmilu, dan apakah dasar pelrtimbangan hukum hakim dalam 

pelrkara ini dapat dibelnarkan selcara yuridis.46 

 
45 Ibid. 
46 Gilang, Rafi Azmi Sulaeman,“ Analisis Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Antara Partai Prima Dengan Komisi Pemilihan Umum 

(Studi Kasus: Perkara No.757/PDT.G/2022?PN.JKT.PST))" (Bogor: Universitas Pakuan,2023). 
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Hasil dari pelnellitian ini melnunjukkan bahwa hakim belrpelndapat 

selngkelta yang diajukan melrupakan pelrkara pelrdata biasa belrupa pelrbuatan 

mellawan hukum, bukan selngkelta pelmilu yang tunduk pada kelwelnangan 

Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi. Pelrsamaan antara pelnellitian Gilang 

dan pelnellitian ini telrleltak pada objelk pelnellitian yang sama, yaitu pelrkara antara 

Partai Prima dan KPU delngan fokus pada kelabsahan kelwelnangan Pelngadilan 

Nelgelri dalam pelrkara telrselbut. Namun, pelrbeldaannya telrleltak pada fokus 

analisis.Pelrsamaannya delngan pelnellitian ini adalah sama-sama melngangkat 

pelrkara PRIMA delngan KPU dan melmpelrtanyakan kelwelnangan Pelngadilan 

Nelgelri. Beldanya, Gilang lelbih fokus pada analisis hukum acara dan 

pelrtimbangan kelwelnangan, selmelntara dalam pelnellitian ini akan ditambahkan 

juga pelmbahasan soal unsur-unsur PMH yang dilakukan olelh KPU.47 

3. Gausudin Ahmad Yusuf, Skripsi (2023) yang belrjudul, "Tinjauan Yuridis 

Kelwelnangan Komisi Pelmilihan Umum (KPU) Dalam Pelnundaan Pelmilihan 

Umum Belrdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Telntang Pelmilihan 

Umum", melmbahas melngelnai ruang lingkup kelwelnangan yang dimiliki olelh 

KPU dalam kontelks pelnundaan tahapan pelmilihan umum belrdasarkan 

keltelntuan undang-undang yang belrlaku. Pelnellitian ini belrtujuan untuk 

melngkaji apakah tindakan KPU dalam melnunda pelmilu atau melnjadwal ulang 

tahapan pelnyellelnggaraan pelmilu dapat dibelnarkan selcara yuridis melnurut 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telntang Pelmilihan Umum. Pelrmasalahan 

dalam pelnellitian ini belrfokus pada batasan dan belntuk kelwelnangan KPU dalam 

 
47 Ibid. 
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situasi-situasi telrtelntu yang belrdampak pada pellaksanaan tahapan pelmilu, selrta 

bagaimana hukum melnelmpatkan tanggung jawab KPU dalam melnjaga 

keltelrtiban dan kelbelrlangsungan prosels delmokrasi.48 

Hasil dari pelnellitian ini melnyimpulkan bahwa KPU melmang melmiliki 

kelwelnangan telrbatas untuk mellakukan pelnyelsuaian telrhadap jadwal pelmilu 

dalam keladaan telrtelntu, namun kelwelnangan telrselbut tidak dapat dilakukan 

selcara selwelnang-welnang dan harus selsuai delngan prinsip-prinsip hukum 

pelmilu selrta melndapat pelngawasan dari lelmbaga lain selpelrti Bawaslu. 

Pelrsamaannya delngan pelnellitian ini adalah sama-sama melnellaah tindakan KPU 

yang dianggap belrmasalah selcara hukum. Tapi pelrbeldaannya, Gausudin tidak 

melmbahas prosels hukum di pelngadilan atau apakah tindakan itu bisa digugat 

selbagai PMH. Selmelntara dalam pelnellitian ini, titik belratnya adalah analisis 

telrhadap gugatan PMH yang diputus olelh PN dalam Putusan.49 

4. Rofik, Skripsi (2024) yang belrjudul, "Analisis Yuridis Telrhadap Pelnyellelsaian 

Selngkelta Prosels Pelmilihan Umum di Pelngadilan Tata Usaha Nelgara” 

melmbahas selcara komprelhelnsif melngelnai jalur hukum yang selharusnya 

ditelmpuh dalam pelnyellelsaian selngkelta prosels pelmilu, khususnya mellalui 

Pelngadilan Tata Usaha Nelgara (PTUN). Pelnellitian ini belrangkat dari 

pelrmasalahan melngelnai lelmbaga pelradilan yang belrwelnang dalam 

melnyellelsaikan belrbagai jelnis selngkelta pelmilu, selpelrti pelneltapan pelselrta 

 
48 Gausudin Ahmad Yusuf, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Dalam Penundaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum (Jambi: Universitas Jambi,2023)" 
49 Ibid. 
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pelmilu, velrifikasi partai politik, dan kelputusan administratif lain yang 

dikelluarkan olelh Komisi Pelmilihan Umum (KPU).50 

Hasil pelnellitian ini melnunjukkan bahwa selngkelta-selngkelta 

administratif dalam pelmilu, selpelrti keltidaktelrimaan partai politik selbagai 

pelselrta pelmilu atau selngkelta hasil velrifikasi administrasi dan faktual, adalah 

ranah yang melnjadi kelwelnangan absolut PTUN dan bukan kelwelnangan 

Pelngadilan Nelgelri. Rofik juga melnelgaskan bahwa upaya melmbawa selngkelta 

pelmilu kel Pelngadilan Nelgelri melrupakan belntuk kelsalahan jalur hukum, karelna 

UU Pelmilu dan UU PTUN selcara telgas melngarahkan pelnyellelsaian mellalui 

jalur pelradilan tata usaha nelgara. Pelrsamaannya delngan pelnellitian ini yaitu 

sama-sama melngangkat soal selngkelta pelmilu dan melnyinggung tindakan KPU. 

Namun, pelrbeldaannya cukup jellas, yaitu pelnellitian Rofik hanya belrfokus pada 

jalur PTUN dan tidak melngkaji gugatan PMH atau Putusan selcara langsung, 

seldangkan pelnellitian ini justru belrangkat dari putusan itu selbagai objelk 

utama.51 

5. Waldi Alhudri, Skripsi (2024) yang belrjudul, "Tinjauan Yuridis Telrhadap 

Konselp Kelwelnangan Pelradilan Umum Melnunda Pelmilihan Umum di 

Indonelsia", melmbahas selcara yuridis melngelnai batas dan ruang lingkup 

kelwelnangan pelradilan umum, khususnya Pelngadilan Nelgelri, dalam melmutus 

pelrkara yang belrkaitan delngan tindakan peljabat atau lelmbaga nelgara yang 

dianggap tellah mellakukan pelrbuatan mellawan hukum. Pelnellitian ini belrtujuan 

 
50 Rofika, “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di 

Pengadilan Tata Usaha Negara”, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024) 
51 Ibid. 



37 
 

 

untuk melnellaah apakah selcara hukum, pelradilan umum melmiliki dasar dan 

lelgitimasi untuk melmutus gugatan pelrdata yang belrdampak langsung pada 

pelnyellelnggaraan pelmilihan umum, telrmasuk melmelrintahkan pelnundaan 

pellaksanaannya.52 

Hasil dari pelnellitian ini melnunjukkan bahwa pelradilan umum melmang 

melmiliki kelwelnangan untuk melmelriksa dan melmutus gugatan pelrdata telrhadap 

peljabat atau lelmbaga nelgara, telrmasuk jika gugatan telrselbut melnyangkut 

kelrugian yang timbul akibat tindakan yang mellawan hukum. Namun, 

kelwelnangan telrselbut harus dibatasi pada ruang lingkup pelrdata dan tidak bolelh 

mellampaui kelwelnangan lelmbaga khusus yang ditunjuk olelh undang-undang 

untuk melnangani urusan publik telrtelntu selpelrti pelmilu. Waldi melnelkankan 

pelntingnya kelhati-hatian dalam melnafsirkan kelwelnangan pelngadilan umum 

agar tidak telrjadi tumpang tindih delngan yurisdiksi lelmbaga lain, selrta tidak 

melnimbulkan kelkacauan dalam sistelm hukum dan tata kellola pelmelrintahan.53 

Adapun pelrsamaan dari pelnellitian ini telrleltak pada pelmbahasan 

melngelnai pelrbuatan mellawan hukum dan kelwelnangan absolut pelngadilan 

nelgelri. Pelrbeldaannya adalah pelnellitian ini selcara umum telntang peljabat nelgara, 

seldangkan pelnellitian ini lelbih khusus melmbahas kasus KPU dalam 

pelnyellelnggaraan pelmilu selrta melngkaji satu putusan pelrdata yang konkrelt dan 

aktual yaitu putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. 

  

 
52 Waldi alhudri, “Tinjauan Yuridis Terhadap Konsep Kewenangan Peradilan Umum 

Menunda Pemilihan Umum Di Indonesia,” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri SultaN Syarif 

Kasim Riau, 2024). 
53 Ibid. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jelnis Pelnellitian yang digunakan yaitu pelnellitian hukum normatif, pelnellitian 

hukum normatif (normatif law relselarch) melrupakan pelnellitian hukum yang 

melngkaji hukum yang dikonselpkan selbagai norma atau kaidah yang belrlaku dalam 

masyarakat. Meltodel pelnellitian hukum normatif diartikan selbagai selbuah meltodel 

pelnellitian atas aturan-aturan pelrundangan baik ditinjau dari sudut hirarki 

pelrundang- undangan, maupun hubungan harmoni pelrundang-undangan. Diselbut 

juga selbagai pelnellitian kelpustakaan ataupun studi dokumeln, diselbabkan pelnellitian 

ini lelbih banyak dilakukan telrhadap data yang belrsifat selkundelr yang ada di 

pelrpustakaan.54  

Pelnellitian ini melngkaji kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri dalam 

melngadili pelrbuatan mellawan hukum yang dilakukan olelh Komisi Pelmilihan 

Umum, selbagaimana telrcelrmin dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. 

Olelh karelna itu, pelndelkatan yang digunakan belrfokus pada analisis telrhadap 

pelraturan pelrundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pelngadilan telrkait. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pelnellitian hukum melnggunakan belrbagai pelndelkatan, delngan tujuan untuk. 

melmelcahkan masalah yang melnjadi pokok bahasan dalam pelnellitian hukum 

dipelrlukan pelndelkatan dalam pelnellitian hukum. Pelndelkatan pelnellitian yang 

digunakan dalam pelnellitian ini yaitu: 

 
54 Muhaimin, Meltodel Pelnellitian Hukum, (Mataram: Mataram Univelrsity Prelss, 2020),h.20. 
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1. Pelndelkatan Pelrundang undangan (Statuel Approach) 

Pelndelkatan ini dilakukan delngan melnellaah selmua pelraturan pelrundang-

undangan dan relgulasi yang telrkait delngan isu hukum yang seldang bahas 

(ditelliti). Pelndelkatan pelrundang- undangan (statutel approach) akan dilihat 

hukum selbagai suatu sistelm yang telrtutup.55 melncari dasar hukum telrkait 

pelrtelntangan pelraturan pelrundang-undangan atas kelputusan pelngadilan nelgelri 

dalam melmutus selngkelta pelmilu yang tidak selsuai delngan UU nomor 7 tahun 

2017 telntang pelmilihan umum. 

2. Pelndelkatan kasus (Casel Approach) 

Pelndelkatan ini dilakukan guna mellakukan pelnellaahan lelbih dalam 

melngelnai pellaksanaan norma atau hukum yang belrlangsung pada suatu praktik 

hukum. Pelndelkatan ini dilakukan delngan cara mellakukan tellaah telrhadap 

kasus-kasus yang belrkaitan delngan isu yang dihadapi yang tellah melnjadi 

putusan pelngadilan yang tellah melmpunyai kelkuatan hukum yang teltap. 

Pelndelkatan kasus digunakan untuk melnganalisis putusan PN Jakarta Pusat No 

757/Pt.g/2022/PN Jkt.Pst yang melnjadi objelk kajian pelnellitian ini. 

3. Pelndelkatan Konselptual (Conselptual Approach)  

Pelndelkatan ini belranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang belrkelmbang dalam ilmu hukum. Pelndelkatan pelnellitian dipilih dalam 

rangka melncari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu pelnellitian hukum. 

Karelna itu, kelselsuaian antara pelndelkatan delngan isu hukum melrupakan 

 
55 Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Meltodel Pelnellitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global 

Meldia, 2024). h. 119-120. 
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pelrtimbangan utama dalam mellakukan pelmilihannya.56 Pelndelkatan ini dipakai 

untuk melmahami doktrin kelwelnangan dan telori pelrbuatan mellawan hukum 

selcara akadelmik. 

C. Sumber Data 

Sumbelr data yang digunakan dalam pelnellitian ini adalah data selkundelr yang 

belrupa bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr dan bahan hukum telrsielr,yaitu: 

1. Bahan hukum primelr  

Bahan hukum primelr yaitu bahan hukum yang telrdiri atas pelraturan 

pelrundang-undangan, risalah relsmi, putusan pelngadilan dan dokumeln relsmi 

Nelgara, bahan hukum primelr pelnellitian ini yaitu Putusan Pelngadilan Nelgelri 

Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Selrta didasarkan pada : 

a) Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 

b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telntang Pelmilihan Umum 

c) Undang-Undang Relpublik Indonelsia Nomor 48 Tahun 2009, Telntang 

Kelkuasaan Kelhakiman 

d) Kitab Undang-Undang Hukum Pelrdata (KUHPelrdata). 

2. Bahan hukum selkundelr  

Bahan Hukum selkundelr yaitu bahan yang melmbelrikan pelnjellasan 

melngelnai bahan hukum primelr, selpelrti Rancangan Undang-Undang, buku 

telks, hasil-hasil pelnellitian dalam jurnal dan majalah, atau pelndapat para pakar 

di bidang hukum. Selmelntara Peltelr Mahmud melnjellaskan bahan hukum 

selkundelr belrupa selmua publikasi telntang hukum yang bukan melrupakan 

 
56 Ibid  
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dokumeln-dokumeln relsmi. Publikasi telntang hukum melliputi; buku telks, 

kamus hukum, jurnal hukum, dan komelntar atas putusan pelngadilan. 

3. Bahan hukum telrsielr  

Bahan hukum telrsielr yaitu bahan yang melmbelrikan peltunjuk maupun 

pelnjellasan telrhadap bahan hukum primelr dan bahan hukum selkundelr, selpelrti 

kamus (hukum), elnsiklopeldia.57 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun telknik dalam pelngumpulan data dalam pelnellitian normatif 

dilakukan delngan studi kelpustakaan (Library relselarch),  telrhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primelr, bahan hukum selkundelr, maupun bahan hukum 

telrsielr dan atau bahan non-hukum. Pelnellusuran bahan hukum telrselbut dapat 

dilakukan delngan melmbaca, mellihat, melndelngarkan, maupun pelnellusuran bahan 

hukum mellalui meldia intelrnelt atau welbsitel.58 Yaitu melnellusuri Pelraturan pelrundang-

undangan yang melngatur kelwelnangan Pelngadilan Nelgelri dan keldudukan KPU, 

Putusan pelngadilan yang melnjadi objelk pelnellitian,Buku, jurnal, dan pelndapat ahli 

hukum yang melndukung analisis. 

E. Analisis Data 

Dalam pelnellitian hukum normatif ini, analisis bahan hukumnya dilakukan 

delngan dianalisis selcara kualitatif, yaitu delngan cara mellakukan intelrpreltasi 

(pelnafsiran) telrhadap bahan-bahan hukum yang tellah diolah. Pelnggunaan meltodel 

intelrpreltasi (pelnafsiran) ini belrtujuan untuk melnafsirkan hukum, apakah telrhadap 

 
57 Amiruddin, Zainal Asikin, Pelngantar Meltodel Pelnellitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Prels, 

2022), h. 32. 
58 Ibid, h.65 
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bahan hukum telrselbut khususnya bahan hukum primelr telrdapat kelkosongan norma 

hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.59  

Analisis dilakukan telrhadap Dasar yuridis dalam putusan pelngadilan, 

Kelselsuaian antara tindakan KPU dan unsur PMH, Pelnelrapan asas hukum lelx 

spelcialis dalam konflik kelwelnangan pelradilan. Didalam Analisa ini melnggunakan 

meltodel delduktif. yaitu melnarik kelsimpulan dari suatu pelrmasalahan yang belrsifat 

umum telrhadap pelrmasalahan konkrit yang dihadapi. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk melmbelrikan pelnjellasan telrhadap isi tulisan ini maka pelnulis 

melnggambarkannya dalam sistelmatika selbagai belrikut: 

Bab I             Pendahuluan  

Dalam bab ini pelnelliti melmaparkan telntang latar bellakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pelnellitian dan manfaat 

pelnellitian. 

Bab II  

 

Kerangka Teoritis 

Dalam bab ini melnguraikan melngelnai telori-telori yang rellelvan selrta 

melmbahas pelnellitaian telrdahulu.  

Bab III  Metode Penelitian 

Dalam bab ini belrisikan telntang konselp-konselp yang belrhubungan 

delngan pelmbahasan dalam pelnellitian, yang melliputi jelnis pelnellitian, 

pelndelkatan pelnellitian, sumbelr data, telknik pelngumpulan data, analisis 

data selrta sistelmatika pelnellitian. 

 
59 Muhaimin, Op Cit, h.68. 
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Bab IV  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan                  

Melnganalisis pelrmasalahan belrdasarkan telori dan pelraturan pelrundang-

undangan, selrta melmbelrikan tinjauan telrhadap Kelwelnangan Pelngadilan 

Nelgelri dan pelrtimbangan hakim Pelrbuatan Mellawan Hukum dalam 

Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst 

Bab V                    

 

Penutup 

Dalam bab ini belrisi Kelsimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, selrta 

Lampiran-Lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pelnellitian dan pelmbahasan dalam pelnellitian ini, dapat ditarik 

Kelsimpulan selbagai belrikut: 

1. Kelwelnangan absolut Pelngadilan Nelgelri dalam pelrkara pelrdata melmang 

melncakup gugatan pelrbuatan mellawan hukum (PMH) belrdasarkan Pasal 1365 

KUHPelrdata. Namun, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut 

mengadili gugatan PRIMA karena tindakan KPU yang dipersoalkan merupakan 

tindakan administratif dalam tahapan pemilu. Sesuai undang-undang Pemilu, 

sengketa seperti ini harus diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN, bukan 

melalui mekanisme perdata di Pengadilan Negeri. 

2. Pelrtimbangan hukum Pelngadilan Nelgelri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menganggap gugatan PRIMA sebagai sengketa 

perdata dan menilai tindakan KPU sebagai perbuatan melawan hukum. 

Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan ini keliru karena tindakan KPU 

merupakan tindakan administratif dalam tahapan pemilu yang harus 

diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN. Kesalahan ini kemudian diperbaiki 

oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui putusan banding yang 

membatalkan putusan PN serta putusan kasasi yang memperkuat putusan 

banding. 
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B. Saran  

Belrdasarkan hasil pelnellitian ini, telrdapat saran yang belrtujuan 

melningkatkan kualitas pelnellitian ini, antara lain: 

1. Pelngadilan Nelgelri pelrlu lelbih belrhati-hati dalam melnelrima gugatan telrhadap 

KPU, khususnya telrkait tindakan administratif pelmilu. Melskipun Pasal 1365 

KUHPelrdata melmbelri kelwelnangan formil, namun karelna pelmilu tellah diatur 

khusus dalam UU No. 7 Tahun 2017, selharusnya pelnyellelsaian ditelmpuh 

mellalui melkanismel khusus selpelrti Bawaslu, DKPP, atau PTUN. Pelrtimbangan 

asas lelx spelcialis delrogat lelgi gelnelrali pelnting agar tidak telrjadi pellampauan 

kelwelnangan selrta teltap telrjaga kelpastian hukum dan kelwibawaan pelradilan. 

2. Pelmbelntuk undang-undang maupun Mahkamah Agung pelrlu melmpelrtelgas 

batas yurisdiksi antar pelradilan dalam selngkelta pelmilu. Aturan yang ada masih 

multitafsir dan belrpotelnsi melnimbulkan tumpang tindih kelwelnangan. Karelna 

itu, pelrlu harmonisasi antara KUHPelrdata, UU Pelmilu, dan UU Kelkuasaan 

Kelhakiman, selrta peldoman SELMA dari Mahkamah Agung agar hakim melmiliki 

acuan telknis yang selragam dan tidak melnimbulkan kelbingungan dalam praktik 

pelradilan. 
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